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Abstrak
Sengketa terhadap tanah garapan dimuatdalam Putusan No.181/B/2020/PT.TUN.
PenggugatdimenangkankarenatelahterlebihdahulumemperolehpengakuanSertifikat
Hak Milik (SHM),disisilain TergugatIIIntervensimendapatkan SHM atas dasar
penguasaannyaterhadapobjeksengketadengandasarpenguasaantanahgarapanyang
diakuinyadilakukanturuntemurun.Penelitiandilakukandengantujuanuntukmengetahui
dasar pertimbangan hakim dan akibathukum dariputusan yang memenangkan
PenggugatterhadaptanahgarapanyangdidalilkanTergugatIIIntervensi.Penelitianini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan,konseptual,dankasus.Bahanhukum yangdigunakanyaitubahanhukum
primerdansekunder,keduabahanhukum tersebutdiperolehmelaluistudikepustakaan
yang akan dianalisis secara deskriptifpreskriptif.Hasilpenelitian menemukan jika
pertimbanganhukum yangdigunakansudahtepatkarenatanahgarapanseharusnya
digunakan3tahunberturut-turutberdasarkanPasal9PPNo.224/1961sedangkandari
faktayuridistidakditemukanSuratIzinMenggarapyangdimilikiolehorangtuaataupun
kakekdaritergugatIIintervensi.
KataKunci:sertifikatganda,sengketa,tanahgarapan

Abstract
DisputesonarablelandarepublishedinDecisionNo.181/B/2020/PT.TUN.ThePlaintiff
waswonbecauseithadalreadyreceivedarecognitionoftheCertificateofOwnership
(SHM),ontheotherhandDefendantIIInterventionsreceivedSHM onthebasisofhis
controlofthedisputeobjectonthebasisofthecontrolofthelandthatheadmittedwas
carriedoutforgenerations.Thestudywasconductedwiththeaim offindingoutthebasis
ofthejudge'sconsiderationandthelegalconsequencesofthedecisionthatwonthe
plaintiffagainstthelandthatwasarguedbytheDefendantIIoftheIntervention.This
studyusesnormativelegalresearchmethodswithlegislationapproaches,conceptual,
andcases.Legalmaterialsusedareprimaryandsecondarylegalmaterials,bothlegal
materialsareobtained through aliteraturestudythatwillbeanalyzed descriptively
prescriptive.Theresultsofthestudyfoundthatthelegalconsiderationsusedwere
appropriatebecausethearablelandshouldbeused3yearsinarowbasedonArticle9
PPNo.224/1961Whilefrom thejuridicalfactstherewasnoworkpermitthatwasowned
byparentsorgrandfatherfrom DefendantIIIntervention
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PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan

sebagaikebutuhan primer,sekunderdan tersier.

Kebutuhanutamaatauprimerterdiridarisandang,

pangan,dan papan (DewiYulianti2018).‘Papan’

atau tanah menjadikan sumberdaya alam nan

esensialsehingga eksistensinya perlu diregulasi

dalam ketentuanhukum (Kartiwi2020).Penggunaan

danpenguasaanolehpribadiharusmengacupada

ketentuanPasal33ayat(3)Undang-UndangDasar

NegaraRepublikIndonesiaTahun1945(selanjutnya

disebut UUD NRI 1945) yang di dalamnya

menerangkan penggunaan tersebut dibatasi

sepanjang untuk kemakmuran seluruh rakyat.

Dengan dinamika perkembangan ranah

kemasyarakatan dalam ruang agraria,akibatnya

timbulpotensimasalah atau konflik keagrariaan

(Sibuea2011).Konflikagrariasecaraumum dapat

dikatakan perebutan hak lahan,baik perkebunan,

pertanian, dan pertambangan (Zakie 2017).

Hubunganyangsemulareligio-magis-kosmisyang

menjunjung penguasaan kolektif menjadi

berorientasi ekonomis dan bersifat individualis

sebagaidampakdariperubahanmasyarakatindustri

(Salindeho 1987). Demikian, konflik yang ada

menjadisemakinkompleksdancenderungtimbul

stigmapenyelesaianyangtaktuntas.

Pasal33ayat(3)UUDNRI1945menjadidasar

perumusanPasal19ayat(1)Undang-UndangNo.5

Tahun1960tentangPeraturanDasarPokok-Pokok

Agraria(selanjutnyadisebutUUPA)sebagailangkah

pemberiankepastianhukum olehpenguasamelalui

pendaftarantanah(Sujadi2017).MelihatpadaPasal

19 ayat (2) UUPA maka pendaftaran meliputi,

pengukurantanah,pendaftaranhakatastanahserta

peralihannya,pemberiansuratsebagaitandabukti

haksehinggadapatmemlikikekuatanpembuktian

yang kuat.Penjelasan umum padabagian dasar-

dasar mengadakan kepastian hukum di UUPA

menjelaskanjikaPasal19tersebutmengamanatkan

pendaftaran tanah “rechts-kadaster”yang berarti

penjaminan kepastian hukum.Kepastian hukum

penting karena merupakan unsur dalam

mengupayakan ketertiban masyarakat (Prayogo

2016).Indikatordarikepastianhukum dapatdilihat

daribagaimana hukum tersebutmampu berlaku

secarajelas,tetap,dankonsistensertatidakbersifat

subjektif(Ismail2011).

Berbicaramengenaikepastianhukum dibidang

pertanahansukaruntukdapatdikatakantelahsesuai

harapan,pergesekandalam pertanahanmerupakan

perkara klasikyang waktu berlangsungnya dalam

kurun tahunan hingga cenderung puluhan tahun

karenasepertiyangdiketahuibahwapersoalanini

bersifat kompleks dan multidimensial(Koswara

2016).Penunjangpermasalahanpertanahandapat

meliputi kesalahan informasi objek tanah,

sanggahan dari pihak lain, serta pelimpahan

pengurusan pendaftaran tanah ke orang lain.

(Permadi, Sumerthayasa, and Dahana 2018).

Rangkaian kegiatan yang telah tersusun dalam

PeraturanPemerintahNo.24Tahun1997tentang

Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP

Pendaftaran Tanah) seringkali masih belum

dilaksanakan dengan baik dalam praktiknya.

Kegiatan dalam serangkaian pendaftaran tanah

meliputi3(tiga)bidang,yaitu(1)KegiatanFisik;(2)

KegiatanYuridis;(3)PenerbitanSurat(Sudiroand

Putra2021).Kegiatanfisiksendiribertujuanuntuk

menghimpundatamengenailetak,batas,bangunan,

dan tanaman penting diatasnya kemudian baru

diberikantandabatas.Kegiatanyuridismerupakan

kegiatan yang bermaksud mendalami data

mengenaisiapa pemegang hak daritanah yang

dimohonkansertaadaatautidaknyakehadiranhak

pihaklain.Kegiatanpenerbitanmerupakankegiatan

dalam memberikantandabuktihakpadapemohon

pendaftarantanah.

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA tidak

menyebutkansertifikattanahsebagaitandabukti

haksecaraeksplisit.Namun,dalam Pasal32ayat(1)

PP Pendaftaran Tanah telah menyampaikan jika

sertifikatmerupakantandabuktihakyangmemiliki

keberlakuan untuk pembuktian secara kuat

berkaitandengandatafisikdandatayuridisyang

dimuatdalam suratukurdanbukutanah.Penjelasan

Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

menjelaskan bahwa sistem yang dianut dalam

pendaftarantanahbersifatpublikasinegatif,yang

artinyanegaratidakmenjaminkebenaranterhadap

data yang telah disajikan, meskipun demikian

publikasinegatifyang dianutbukanlah publikasi

negatifmurni.Dengankeberlakuanpublikasinegatif

tersebutmakaselamabelum adapihaklainyang

berkebaratan dan melayangkan gugatan kepada

pemeganghak,makasertifikattersebutdianggap

benardanberlakusecarasah.Sehingga,pemegang

hak belum memiliki rasa aman karena dapat

sewaktu-waktu digugatatas penerbitan sertifikat

atasnamadirinya(Kaudis2018).

Perolehan tanah merupakan pertimbangan

dalam memberikankepastianhukum.Tanahyang

akan dimohonkan tidak selalu berdasarkan hak
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kepemilikantanahyangadapadaUUPA,tetapidapat

pula penguasaan tanah diluarketentuan dalam

undang-undang tersebut. Seperti halnya tanah

garapanyangdiaturdalam KeputusanKepalaBadan

Pertanahan NasionalNo.2 Tahun 2003 tentang

Norma dan StandarMekanisme Ketatalaksanaan

KewenanganPemerintahdiBidangPertanahanyang

Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

(selanjutnya disebut KepKBPN No. 2/2003).

Keberadaan tanah garapan tidak bertentangan

dengan amanat UUPA karena tanah garapan

merupakantanahyangbelum atausudahdilekati

hakkemudian dimanfaatkan oleh pihaklain baik

melaluipersetujuanterlebihdahulumaupuntanpa

persetujuan dapatterikatjangka waktu tertentu

maupuntanpajangkawaktu.

Tanahgarapandapatdidaftarkanmenjadialas

hakmilikatauSertifikatHakMilik(SHM)(Purnama

2014).KetentuanPasal12PP PendaftaranTanah

memuat ketentuan pendaftaran tanah untuk

pertama kalisehingga ketika ingin mendaftarkan

tanah garapan menjaihak milik dapatmengacu

padaketentuanPasal12tersebutyangmeliputi:

a. Pengumpulandatafisik;

b. Pembuktianhak;

c. Penerbitansertifikat;

d. Penyajiandatafisikdanyuridis;

e. Penyampaiandaftarumum dandokumen

Praktikhukumnya,langkahmenjaminkepastian

melaluibeberapaprosedurpendaftaransepertipada

Pasal12UUPAsebutkandiatasmasihkeraptidak

sesuaikarena kelalaian atau keteledoran,ketidak

cermatan, dan ketidak telitian petugas ketika

melaksanakan pengumpulan dan penelitian data

baikyuridisataupunfisik.Terjadinyasertifikatganda

padatanahsecarateoriseharusnyatidakmungkin

terjadikarenasaatakanmenerbitkansertifikat,BPN

akan memeriksa buku induk pendaftaran tanah

sehingga dapat dinilai apakah objek yang

dimohonkantelahtercatatatauterbitsertifikatnya

(Prihastuti2020).Namun,karenaketidakcermatan

BadanPertanahanNasionalpadabeberapaaspek

seperti,pertamapadasaatmelakukanplottingpeta

bidangtanah(bywerken)dimanaseharusnyasaat

pengukuranbidangtanahyangdimohonkanharus

diikatkan antara titik dasar pada penempatan

gambarbidangdansecaratepatditempatkanpada

gambarpetapendaftaran,keduaBPNtidakmemiliki

basisdatayangvalidsehinggatidakdiketahuijika

tanahyangdimohonkantelahterdaftarsebelumnya,

ketigakekuranganpetapendaftarantanahterutama

padawilayahkabupatenkarenabanyakbidangtanah

yangbelum terpetakan(Syah2014).Denganalasan

problem padatingkatpraktistersebutsalah satu

jalan untuk memperoleh keadilan ialah melalui

pengadilan,dalam pertimbanganuntukmemutuskan

maka pembuktiannya harus melihat (Prihastuti

2020):

a.Keabsahan darisertifikat,sertifikatharus

dilihat apakah otentik dari BPN atau

merupakan sertifikat palsu yang dibuat

secaramelawanhukum;

b.Perolehandarisertifikat,takmutlakmelihat

padaumurdarisertifikattetapijugacara

perolehan apakah telah sesuai dengan

hukum yang berlakudimulaidarijualbeli

hinggaterbitnyasertifikatatasnamapemilik;

c.Latarbelakangterbitnyasertifikattanaholeh

BPN.

KetidakcermatandariBPN dalam menerbitkan

sertifikattanahjugaterjadipadaPutusanNomor.

181/B/2020/PT.TUNSBYantaraSitiMasnuriRozali

(Penggugat) dengan Kepala Kantor Pertanahan

KabupatenBangkalan(Tergugat)danPerijaWirawan

(Tergugat II Intervensi), objek dari sengketa

merupakantanahseluas17.540m2yangterletakdi

KelurahanMlajah,KecamatanBangkalan,Kabupaten

BangkalandenganbuktihakSertifikatHakMilikNo.

06812 atas nama Perija Wirawan (Tergugat II

Intervensi) yang terbit pada 15 Oktober 2019.

Penggugatmengetahuiterbitnya SHM No.06812

tersebutdariinformasibahwaterdapattanahyang

dijualdimanamiripdenganSHM No.3242dengan

luas18.440m2terbitpada31Maret2004atasnama

RadenKyaiHajiFuadAmin(suamiPenggugat)yang

telah meninggal, penawaran penjualan tanah

tersebutdiketahuipada16September2019.Dari

peristiwa tersebut, Penggugat melakukan

permohonan pemblokiran dan mediasi kepada

TergugatatasterbitrnyaSHM No.06812milikPerija

Wirawan(TergugatIIIntervensi).Berdasarkanhasil

mediasiyang dihadiriPenggugat,Tergugatdan

Tergugat II Intervensi,para pihak memastikan

tumpang tindih tidaknya dengan melakukan

pengukuran ulang terhadap SHM No.06812 dan

SHM No.3242pada24Februari2020olehTergugat

dengan dihadiri para pihak. Kemudian hasil

pengukuran mendapatijika telah terjaditumpang

tindih/overlapping.

Dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A

tanggal 30 September 2019 Nomor 736/2019

disimpulkanjikatanahyangdiajukanpermohonan

HakMilikolehPerijaWirawan(TergugatIIIntervensi)

merupakan Tanah Negara bekas Tanah Perdikan

berupa tanah sawah non produktif. Menurut

TergugatIIIntervensi,bidangtanahtersebuttelah
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dikuasi secara fisik dan terus menerus oleh

TergugatIIIntervensidengancarapenggantianhak

garapdariKadim.DitambahkanbahwaTergugatII

Intervensitelah menguasaiobjektanah sengketa

sejak tahun 1990 akan tetapiorang tua telah

menguasai objek sengketa sejak sebelum

KemerdekaanRIkarenatanahtersebutmerupakan

eks Perdikan yang hak garapnya dimilikioleh

TergugatIIIntervensi.TergugatIIIntervensijuga

mendalilkanjikakakeknyayangbernamaMohTasik.

HtelahmenggarapekstanahPerdikansejaktahun

1960.Untuk melakukan permohonan SHM No.

06812 Tergugat II Intervensi mengajukan

persetujuan/rekomendasikepadaBupatiBangkalan

agartanah yang dikuasaiTergugatIIIntervensi

menjadi hak milik tertanggal 25 Maret 2019,

permohonan tersebut juga dilampiri Surat

Keterangan Garap Tanah Eks Perdikan Nomor:

15/III/433.301.1/2019yangditerbitkanolehMatlihan

yaituLurahMlajah,KabupatenBangkalantertanggal

25 Maret 2019. Atas dasar tersebutlah BPN

BangkalanmemprosespermohonanhakmilikSHM

No.06812Mlajah.

TerbitnyaSertifikatHakMilikNo.06812Mlajah

tersebutlahyangmenjadialasanpihakPenggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya karena telah bertumpang tindih

dengan Sertifikat Hak Milik No. 3242 milik

Penggugat.MenurutPenggugathaltersebuttelah

bertentangan dengan hukum karena sertifikatnya

telah terbitterlebih dahulu.Majelis hakim pada

tingkatpertamamemenangkangugatanPenggugat

dan menyatakan batalSHM No.06812 tersebut

karenamajelistidakmenemukanKeputusanPejabat

yang berwenang yang menyatakan bidang tanah

SHM No.3242sebagaitanahterlantar,kemudian

terhadapBuktiT-16berupaSuratKeteranganReg.

No.593/138.1/433.301.1/2019tanggal30Agustus

2019dikeluarkanolehMatlihan,LurahMlajahyang

menerangkan bahwa TergugatIIIntervensisejak

tahun 1990 telah menguasaisecara fisik objek

sengketa sebagaipenggarap yang diperoleh dari

Kadim dengancarapenggantianhakgarap.Bukti

tersebut menurut pendapat hakim bertentangan

dengan Bukti T.II.Intv-5 yang berupa Surat

Pernyataan Moh. Tasik tanggal 26 Juli 2019

ditandatanganipula oleh Matlihan,Lurah Mlajah

yang menerangkan bahwa TergugatIIIntervensi

memperolehdanmenguasaibidangfisiksejaktahun

2013diperolehdariwarisankakeknyayangbernama

Moh.Tasik.yangsebagaipenggarapsejaktahun

1960. Dari dua keterangan tersebut majelis

berpendapatjikaLurahMlajahtelahmenerangkan2

(dua)halyangberbedaterkaitriwayatperolehdan

penguasaanobjeksengketa.

Jikadapatdivisualisasikan,berdasarkanbukti-

buktiyangdisampaikanolehTergugatIIIntervensi,

dapatdiketahuihistorisdaripenguasaanTergugatII

Intervensiadalahsebagaiberikut:

Gambar1.1Historisalashakobjeksengketa

Sumber:diolahpenulis

Putusan pada tingkat pertama yang

memenangkan pihak Penggugat, Tergugat II

Intervensimemilihuntukmelakukanupayahukum

banding diPengadilanTinggiTataUsahaNegara

Surabayapadatanggal28Juli2020.Majelishakim

tingkatbanding sependapatpertimbanganmajelis

hakim tingkatpertama.Dalam putusannyamajelis

hakim tingkat banding memutuskan untuk

menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

NegaraSurabayaNomor63/G/2020/PTUN.SBY.

Berdasarkanuraianyangtelahdideskripsikan

diatas permasalahan yang ada ialah hakim tidak

mendalamiperolehanhakmilikdaripihakpenggugat

padahalperolehan darisuatu tanah merupakan

salah satu dasardaripertimbangan hakim untuk

memutuskan perkara sengketa pertanahan.

Berdasarkan alasan tersebutmaka penelitiakan

menganalisisnyadalam bentukartikelyangberjudul

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR

181/B/2020/PT.TUN.SBY TENTANG SERTIFIKAT

GANDAPADATANAHGARAPAN”.

METODE

Penelitianinibertujuanuntukmengeksaminasi

kasustumpangtindihtanahyangtelahdiputusdan

berkekuatan hukum tetap dalam Putusan No.

181/B/2020/PT.TUN.Studiakandilakukandengan

dasar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

sepertiUUPA,PPPendaftaranTanahdanperaturan

lainyangmerupakanbagiandaripendaftarantanah.

Ketentuanhukum tersebutakanditelaahkesesuaian

nya dengan dasarpertimbangan yang diberikan

hakim dalam memutusperkara.Penelitianhukum

normatif merupakan penelitian yang mengkaji

keterpaduanhukum dalam peraturan(law inbook)

denganhukum dalam masyarakat(law insociety)

(EfendiandIbrahim 2020).Dengandemikian,karena

penelitianiniakanmengujipertimbanganhakim dan

kesesuaian norma hukum yang berlaku maka

penelitianinimerupakanpenelitianhukum normatif.

Sebagaibagiandaripenelitianhukum normatif
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makapenggunaanpendekatanperundang-undangan

adalah mutlak(Efendiand Ibrahim 2020).Kasus

tumpangtindihSertifikatHakMilikdalam Putusan

No.181/B/2020/PT.TUN.SBY.harusdilihatmelalui

hukum positifsebagaitolok ukurhakim dalam

pertimbangannya.Akibathukum dariputusanyang

dijatuhkan juga akan secara cermat diteliti

menggunakan ketentuan hukum undang-undang,

peraturanpemerintah,yurisprudensidanperaturan

perundang-undangan lainnya. Pendekatan

konseptualjuga digunakan dalam penelitian ini,

Penggunaanpendekatankonseptualkarenadalam

penelitianinidiperlukankonsep,asas,sertadefinisi

yang diberikan hukum,sehingga konsep tanah

garapandalam hukum positifdapatdianalisisdan

mampu diberikan argumentasiterkaitbagaimana

keabsahan dalam pembuktian tanah garapan.

Doktrinhukum yangtelahadajugaakandigunakan

untukmemperkuatargumentasiterkaitpenguasaan

fisik tanah garapan. Pendekatan kasus juga

digunakanuntukmelihatpenerapankaidahhukum

yangadapraktikhukum (EfendiandIbrahim 2020).

Studikasus yang dipilih akan ditelaah kemudian

ditemukangambarannormayangadapadapraktik

hukum sehinggamenghasilkananalisisyangdapat

digunakan sebagai masukan dalam bentuk

eksplanasi.

Bahan hukum yang digunakan merupakan

bahan hukum primer yang berupa peraturan

perundang-undangan hingga keputusan badan,

selanjutnyadigunakanpulabahanhukum sekunder

yangberupajurnalhukum,doktrinahlidalam buku

dan artikel-artikelilmiah hukum lainnya.Bahan

hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik

pengumpulan berupa studi kepustakaan dan

dilakukan nalisisdengan teknikanalisisdeskriptif

preskriptif.

Analisisdenganteknikdeskriptifditujukanagar

bahanhukum tersebutdapatmenguraikanperistiwa

hukum yang terjadidan menggambarkan secara

lengkap tentang keadaan hukum dalam tataran

praktis. Secara preskriptif diuraikan bagaimana

seharusnya hukum diterapkan dalam peristiwa

hukum yangdianalisis

HASILdanPEMBAHASAN

A. HasilPenelitian

1. KasusPosisi

Putusan No. 181/B/2020/PT.TUN.SBY

merupakanputusantingkatbandingdiPengadilan

TinggiTata Usaha Negara yang telah memiliki

kekuatanmengikat(inkracht).Putusaninibermula

dariputusan tingkatpertama diPengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya dengan nomorputusan

63/G/2020/PTUN.SBY. Putusan No.

63/G/2020/PTUN.SBY berawaldarisengketayang

terjadiantaraSitiMasnuriRozalisebagaiPenggugat

melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bangkalan sebagaiTergugatdan Perija Wirawan

selaku TergugatIIIntervensi.Adapun sengketa

tersebutmempersoalkan objek sengketa berupa

SertifikatHak Milik No.06812/Kelurahan Mlajah,

KecamatanBangkalan,KabupatenBangkalanyang

terbitpada 15 Oktober2019 atas nama Perija

Wirawan.

Penggugat mendalilkan SHM No.

06812/Kelurahan Mlajah merupakan SHM yang

diterbitkandiatasSertifikatHakMilikNo.3242atas

namaKyaiHajiFuadAmintertanggal31Maret2004

yang mana adalah suamidariSitiMasnuri.Siti

Masnurisendirimerupakanahliwarisyangsahdari

RadenKyaiFuadAmin.SitiMasnurimengetahuijika

SHM No.3242bertumpangtindihdenganSHM No.

06812melaluiinformasimengenaiadatanahmilik

RadenKyaiHajiFuadAminakandijualolehorang

lain. Selanjutnya setelah mengetahui informasi

tersebut,SitiMasnurimencariinformasitambahan

perihal sertifikat dari tanah yang dijual dan

mendapatkansalinandariobjeksengketa(SHM No.

06812)pada7Januari2020dansertifikattersebut

sangatmiripdenganSHM No.3242milikorangtua

SitiMasnuri.Melihatdarikapandiketahuinyaoleh

SitiMasnurijikaobjeksengketabertumpangtindih

denganSHM No.3242makadalam jangkawaktu

tersebutberdasarkan Pasal53 ayat(1)Undang-

UndangNomor5Tahun1996tentangPeradilanTata

UsahaNegaramengenaitenggangwaktugugatan

dihitung dari 90 hari setelah mengetahui

kepentingannya dirugikan, gugatan telah

disampaikankePTUN Surabayapada2April2020

sehinggagugatantersebutbelum kedaluwarsa.

Upayaadministratifsebagaimanadiamanatkan

undang-undang telah ditempuh pula oleh Siti

Masnuridengan cara mengajukan keberatan dan

mengajukan pemblokiran kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Bangkalan atas terbitnya

SHM No.06812atasnamaPerijaWirawanserta

meminta untuk diadakannya mediasi guna

mendapatkan kepastian atasobjeksengketa apa

benarterbitdiatasSHM No.3242atasnamaRaden

KyaiHajiFuadAmin.Ataskeberatanyangdiajukan

SitiMasnuritersebut,Kepala KantorPertanahan

KabupatenBangkalanmemanggilparapihakuntuk

dilaksanakannya mediasi, setelah 2 (dua) kali

pertemuan kemudian pada 24 Februari 2020
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dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Tergugat

yangsaatitudihadiriolehSitiMasnuridanPerija

Wirawan. Dari pengembalian batas tersebut

ditemukanfaktajikatanahSHM No.06812tanggal

10 Januari 2020 atas nama Perija Wirawan

bertumpangtindihdenganSHM No.3242tanggal31

Maret2004atasnamaRadenKyaiHajiFuadAmin.

PihakPenggugatjugamendalilkanberdasarkan

ceklokasiyangdilakukanTergugat,Tergugattidak

memberikanjawabanpastimengenaipermohonan

keberatanberupapemblokiranatasterbitnyaobjek

sengketa.SitiMasnurijugamendalilkanjikadirinya

maupunahliwarislaintidakpernahmengalihkan

ataumenjualtanahtersebutkepadaPerijaWirawan.

Tergugatjugadisangkakantidakcermatsertatidak

melakukananalisayuridisdandatafisikterhadap

objek sengketa. Penggugat mendalilkan jika

Tergugat telah lalai dalam menerbitkan objek

sengketadantelahmelanggarketentuanPasal17

ayat(1)dan(3)PeraturanPemerintahNomor24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang

menyatakan:

Pasal17ayat(1)

“Untukmemperolehdatafisikdandiperlukan
bagipendaftaran tanah,bidang-bidang tanah
yangakandipetakandiiukur,setelahditetapkan
letaknya, batas-batas dan menurut
keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas
sudutbidangtanahyangbesangkutan.”
Pasal17ayat(2)

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada
pendaftaran tanah secara sistimatik dan
pendaftarantanahsecarasporadikpenetapan
batas berdasarkan kesepakatan para pihak
yangberkepentingan”
SertamelanggarketentuanPasal18ayat(1),(2)

dan(3)PeraturanPemerintahNomor24Tahun1997

yangmenyatakan:

Pasal18ayat(1)

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah
dipunyai dengan suatu hak yang belum
terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi
belum adasuratukur/gambarsituasinyaatau
surat ukur/gambar situasiyang ada tidak
sesuailagidengankeadaanyangsebenarnya,
dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sporadik,
berdasarkanpenujukanbatasolehpemegang
hakatastanahyangbersangkutandansedapat
mungkindisetujuiolehparapemeganghakatas
tanahyangberbatasan”
Pasal18ayat(3)

“Penetapan batas bidang tanah yang akan
diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai
ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
ataspenunjukaninstansiyangberwenang”

Pasal18ayat(3)

“Dalam penetapan batas-batas bidang tanah
Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor
Pertanahan Nasionalmemperhatikan batas-
batasbidang atau bidang-bidang tanah yang
telah terdaftardan suratukuratau gambar
situasiyangbersangkutan”
Tergugatyangtidakcermatdanakuratdalam

melakukanpengukurandanpenelitianterhadapdata

fisik dan yuridis objek sengketa tersebuttelah

bertentangan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AUPB),dalam halini

perbuatanTergugatmelanggarketentuanPasal10

ayat(1)hurufddanhurufa:

a. Asas Kecermatan dalam pengertian

cermatadalah“suatukeputusandan/atau

tindakanharusdidasarkanpadainformasi

dan dokumen yang lengkap untuk

mendukunglegalitaspenetapandan/atau

pelaksanaankeputusandan/atautindakan

yang bersangkutan dipersiapkan dengan

cermatsebelum keputusan

b. AsasKepastianHukum dalam pengertian

bahwa keputusan harus dilandasioleh

Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku,kepatutan dan keadilan dalam

setiap kebijakan penyelenggaraan

Pemerintah

Berdasarkan uraian diatas,sudah jelas dan

tegassecarahukum bilamanaKeputusanTergugat

yang telah menerbitkan objek sengketa adalah

perbuatan yang melanggarPeraturan Perundang-

undangandanasas-asashukum administrasidan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

sehinggasudahsepatutnyaobjeksengketatersebut

haruslah dibatalkan, dan karenanya Penggugat

mendalilkanpetitum sebagaiberikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

seluruhnya

2. MenyatakanbatalatautidaksahSertifikat

Hak Milik No.06812/Kelurahan Mlajah,

Kecamatan Bangkalan, Kabupaten

Bangkalan,terbitpadatanggal15Oktober

2019,SuratUkurtanggal14/10/2019,No.

04423/Mlajah/2019,Luas17.540M2,atas

namaPemegangHakPerijaWirawan,SH.

3. MemerintahkanTergugatuntukmencabut

SertipikatHakMilikNo.06812/Kelurahan

Mlajah,KecamatanBangkalan,Kabupaten

Bangkalan,terbitpadatanggal15Oktober

2019,SuratUkurtanggal14/10/2019,No.

04423/Mlajah/2019,Luas17.540M2,atas

namaPemegangHakPerijaWirawan,SH.
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4. Menghukum Tergugatuntuk membayar

biayayangditimbulkandalam perkara

Gugatan penggugat tersebut dibantah oleh

Tergugat:

BahwaSertipikatHakMilikNo.3242/Kelurahan

Mlajah,terbittanggal31-3-2004,SuratUkurtanggal

23-9-2003,No.1098/Mlajah/2003,luas18.440M2

atasnamaRadenKyaiHajiFuadAmin,terletakdi

KelurahanMlajah,KecamatanBangkalan,Kabupaten

BangkalandanditerbitkanolehKantorPertanahan

Kabupaten Bangkalan tanggal 31 Maret 2004

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor :

37.520.1.35.13-2003,tanggal19 Desember2003.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor :

06812/KelurahanMlajah,terbittanggal15Oktober

2019, Surat Ukur tanggal 14/10/2019, No.

04423/Mlajah/2019,luas 17.540 M2 atas nama

PerijaWirawan,S.H.,terletakdiKelurahanMlajah,

Kecamatan Bangkalan,Kabupaten Bangkalan dan

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Bangkalan tanggal15-10-2019 berdasarkan Surat

Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten

Bangkalan Nomor : 17/HM/BPN.35- 26/2019,

tanggal 14-10-2019. Bahwa sertipikat objek

sengketatelahmelaluiserangkaianproseskegiatan

sesuaidenganperaturanperundang-undanganserta

dukungan data yang dianggap telah memenuhi

syarat meliputi: permohonan pengukuran,

permohonan SK Hak, pemeriksaan tanah dan

pendaftaranSKHak,sehinggapenerbitannyatelah

sesuaidenganperaturanperundang-undanganyang

berlakudanmengedepankanasaskecermatandan

asaskehati-hatian.

Kemudian pihak Tergugat II Intervensi

menjawabsebagaiberikut:

Bahwa TergugatIIIntervensiadalah pemilik

sebidangtanahberdasarSertipikatHakMilikNomor:

06812/KelurahanMlajah,terbittanggal15Oktober

2019, Surat Ukur tanggal 14/10/2019, No.

04423/Mlajah/2019,luas 17.540 M2 atas nama

Perija Wirawan,S.H.,dan telah menguasaisejak

1990,diperolehdariorangtuaTergugatIIIntervensi

yangtelahmenguasaisejaksebelum kemerdekaan

RItahun1945sebagaitanahexperdikan.Bahwa

sangattidakmungkinterjaditumpangtindihantara

sertipikathakmilikatasnamaTergugatIIIntervensi

dengansertipikathakmilikatasnamaRadenKyai

HajiFuadAminkarenabatas-batasdanluasdaridua

sertipikattersebuttidaksama

2. PertimbanganHukum

Bahwa Raden KyaiHajiFuad Amin semasa

hidupnya memilikisebidang tanah dan namanya

tercatatmerupakan pemegang hak atas bidang

tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No.

3242/Kelurahan Mlajah,terbittanggal31-3-2004,

Surat Ukur tanggal 23-9-2003, No.

1098/Mlajah/2003,luas 18.440 M2 atas nama

RadenKyaiHajiFuadAmin(videbuktiP -1dan

bersesuaian dengan keterangan saksiPenggugat

bernamaUftoriWasitaliasTotokdanNurhayati).

Bahwa pada tanggal15 Oktober2019,Tergugat

telah menerbitkan SertipikatHak Milik Nomor:

06812/KelurahanMlajah,terbittanggal15Oktober

2019, Surat Ukur tanggal 14/10/2019, No.

04423/Mlajah/2019,luas 17.540 M2 (vide bukti

T.II.Intv-1=T-1,danbuktiP-4)atastanahdengan

statustanahnegarabekasperdikan,terbitpertama

kaliatasnamapemeganghaktercatatatasnama

Perija Wirawan, S.H. (Tergugat II Intervensi)

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

PertanahanKabupatenBangkalanNo.17/HM/BPN-

35.26/2019,tanggal14Oktober2019(videbuktiT-

30).

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan,pada

saat Majelis Hakim melaksanakan Sidang

PemeriksaanSetempatdilokasipadatanggal24

Juni2020(videBeritaAcaraPersidangan),ternyata

Sertipikat Hak Milik Nomor :06812/Kelurahan

Mlajah,terbittanggal15Oktober2019,SuratUkur

tanggal14/10/2019,No.04423/Mlajah/2019,luas

17.540M2(videbuktiT.II.Intv-1=T-1,danbuktiP-

4)tercatatatasnamaPerijaWirawan,S.H.(Tergugat

IIIntervensi)(objeksengketa)telahterbitdiatas

bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.

3242/KelurahanMlajah,terbittanggal31-3-2004,

Surat Ukur tanggal 23-9-2003, No.

1098/Mlajah/2003,luas 18.440 M2 atas nama

Raden KyaiHajiFuad Amin yang dikuasaioleh

Penggugat.Fakta lapangan tersebutbersesuaian

dengan keterangan Kuasa Hukum Tergugatpada

saat sidang Pemeriksaan Setempat yang

menyatakan bahwa sesuaidata yang ada pada

Tergugatbahwabidangfisiktanahyangdimaksud

objek sengketa dengan bidang fisik tanah yang

dimaksuddalam alashakPenggugatberadadan

menunjuk pada bidang yang sama,halmana

keteranganKuasaHukum Tergugataquomenjadi

alatbuktiPengakuanParaPihakbagiMajelisHakim.

Bahwa fakta a quo bersesuaian pula dengan

keterangansaksiPenggugatbernamaUftoriWasit

aliasTotokdanNurhayatiyangmenyatakanpernah

dilakukanpengecekanlokasiolehTergugatdengan

dihadiriPenggugatdanTergugatIIIntervensidan

masing-masing menunjuktanah yang samaserta

keterangan saksiTergugatIIIntervensibernama
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Matlihan,S.H.,yang menjelaskan bahwa setelah

objeksengketaterbit,KasiPengukurandariKantor

PertanahanKabupatenBangkalanbernamaPakErik

menyampaikan sertipikatatas nama TergugatII

Intervensiaquotumpangtindihdengansertipikat

atasnamaRadenKyaiHajiFuadAmin.

BerdasarkanbuktiT-10=T.II.Inv-3,T-11=

T.II.Intv-2dihubungkandenganbuktiT-16dan

T.II.Intv-5,diperolehfaktahukum bahwatidakada

kejelasan dan atau kepastian terkait riwayat

perolehan serta penguasaan bidang fisik tanah

dalam objek sengketa a quo oleh Tergugat II

Intervensi.HalinidibuktikankarenasesuaibuktiT-

10 = T.II.Intv -3 berupa SuratKeterangan No.

15/III/433.301.1/2019,tanggal25Maret2019,dan

buktiT-11=T.II.Intv-2berupaSuratKeterangan

GarapTanahExPerdikanNo.15/III/433.301.1/2019,

tanggal 25 Maret 2019,kedua surat tersebut

ditandatanganiolehLurahMlajahbernamaMatlihan,

S.H.(saksiTIIIntv.),sertabuktiT-16berupaSurat

Keterangan Reg.No.593/138.1/433.301.1/2019,

tanggal30 Agustus 2019 menerangkan bahwa

Tergugat IIIntervensisejak Tahun 1990 telah

menguasaisecarafisikbidangfisiktanahaquodan

sebagaipenggarap,yangdiperolehnyadariKadim

dengan cara penggantian hak garap. Bahwa

kemudian dihubungkan dengan buktiT.II.Intv-5,

berupaSuratPernyataantanggal26Juli2019,hal

manaadaditandatanganipulaolehLurahMlajah

bernama Matlihan, S.H., (Saksi Tergugat II

Intervensi), menerangkan bahwa Tergugat II

Intervensimemperolehdanmenguasaibidangfisik

tanah a quo sejak Tahun 2013,diperoleh dari

warisankakeknyayangbernamaMoh.TasikH.yang

sebagaipenggarapsejakTahun1960;MajelisHakim

berpendapat bahwa Lurah Mlajah telah

menerangkan 2 (dua)halyang berbeda terkait

riwayatperolehan serta penguasaan bidang fisik

tanahdalam objeksengketaaquoolehTergugatII

Intervensi

Menimbang,bahwaSertipikatHakMilikatas

tanahalashakPenggugatsebagaimanadimaksud

BuktiP -1diterbitkanolehPihakTergugatpada

tanggal31-3-2004,sedangkanKTUNobjeksengketa

a quo yang atas nama Tergugat IIIntervensi

sebagaimanadimaksudbuktiT.II.Intv-1=T-1,dan

buktiP -4 diterbitkanolehPihakTergugatpada

tanggal15-10-2019,sehingga dengan demikian

ditemukanfaktahukum bahwaSertipikatHakMilik

atastanahalashakPenggugatatasnamaRaden

KyaiHajiFuadAminsebagaimanadimaksudBuktiP

-1 terbitlebih dahulu daripada KTUN objek

sengketaaquoatasnamaTergugatIIIntervensi

sebagaimanadimaksudbuktiT.II.Intv-1=T-1dan

buktiP-4.

Menimbangbahwaselamaprosespemeriksaan

persidangan,tidak ditemukan fakta hukum yang

membuktikan bahwa atasKeputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan terlebih dahulu oleh

TergugatdiatasbidangtanahaquoyaituSertipikat

HakMilikNo.3242/Kelurahan Mlajah atasnama

RadenKyaiHajiFuadAmin(alashakPenggugat)

telah dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan batal

oleh Hakim Pengadilan Administrasiatau oleh

Pejabatlain yang berwenang,sehingga dengan

demikian demikepastian hukum Keputusan Tata

Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud

dalam BuktiP -1tersebutharusdianggapbenar

menuruthukum.

Menimbang,bahwa selama pemeriksaan di

persidangan,tidakditemukanbukti-buktiyangdapat

dijadikan fakta hukum mengenaitelah terbitnya

Keputusan Pejabat yang berwenang yang

membatalkandan/ataumencabutKeputusanTata

Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud

dalam BuktiP -1,dantidakterdapatjugafakta

hukum yang berupa Keputusan Pejabat yang

berwenang yang menyatakan bidang tanah

sebagaimanadimaksuddalam BuktiP-1sebagai

tanah terlantar. Menimbang,bahwa selanjutnya

diperolehfaktahukum dipersidanganbahwadiatas

tanahyangtelahditerbitkanKeputusanTataUsaha

Negara(KTUN)sebagaimanadimaksuddalam Bukti

P - 1 sebagaimana telah diuraikan didalam

pertimbangan hukum di atas, kemudian telah

diterbitkan lagiKeputusan Tata Usaha Negara

(KTUN)yang baru sebagaimana dimaksud dalam

buktiT.II.Intv-1=T -1,danbuktiP -4(objek

sengketaaquo).

Menimbang, bahwa dengan demikian

Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat Pihak

Tergugat tidak cermat dan tidak teliti ketika

melakukanpengumpulandanpenelitiandatafisik

dandatayuridispadasaatprosespenerbitanKTUN

objek sengketa a quo,juga tidak memberikan

kepastian hukum bagi Penggugat sebagai

pemeganghakatastanahsebagaimanadimaksud

BuktiP-1.Menimbang,bahwa oleh karena itu

tindakanhukum Tergugatdalam menerbitkanKTUN

objeksengketaaquo telahbertentangandengan

ketentuanPasal2Jo.Pasal3hurufadanPasal4

ayat(1)Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun

1997tentangPendaftaranTanah.

Menimbang,bahwa secara mutatis-mutandis,

pertimbangan hukum tersebut di atas juga

membuktikanadanyapelanggaranPihakTergugat
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terhadapasaskecermatan,asasketelitian,danasas

kepastianhukum dalam AsasUmum Pemerintahan

yang Baik (AUPB)pada saatmenerbitkan KTUN

objek sengketa a quo. Menimbang, bahwa

berdasarkan seluruh pertimbangan hukum

sebagaimanadiuraikansebelumnya,makatindakan

hukum PihakTergugatdalam menerbitkan KTUN

objeksengketaaquocacathukum darisegihukum

administrasinegara,karena bertentangan dengan

Pasal19 ayat(1)dan ayat(2)Undang-Undang

Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-PokokAgraria,Pasal2Jo.Pasal3hurufa

danPasal4ayat(1)PeraturanPemerintahNomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,juga

melanggarasas kecermatan,asas ketelitian,dan

asas kepastian hukum dalam Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPB),serta selaras

dengannormahukum yangterdapatdalam Putusan

Mahkamah Agung RINomor:274/K/TUN/2012,

tanggal6 Agustus 2012,maka dengan demikian

Pengadilan/Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

tuntutan Pihak Penggugat agar KTUN objek

sengketa a quo dinyatakan batal, haruslah

dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan

berpedoman pada ketentuan Pasal97 ayat 9

Undang-Undang Peratun,maka didalam amar

putusaniniMajelisHakim jugamewajibkankepada

Tergugatuntukmencabutsertipikatobjeksengketa

daridaftarbuku tanah pada KantorPertanahan

KabupatenBangkalan;

Mengingat,Pasal53ayat(2)Undang-Undang

Nomor5Tahun1986tentangPeradilanTataUsaha

NegaraJo.Undang-UndangNomor9Tahun2004

Jis.Undang-UndangNomor51Tahun2009,Undang-

UndangNomor30Tahun2014tentangAdministrasi

Pemerintahan,Pasal19ayat(1)danayat(2)Undang

-UndangNomor5 Tahun1960tentangPeraturan

DasarPokok-PokokAgrariadanPasal2Jo.Pasal3

hurufadanPasal4ayat(1)PeraturanPemerintah

Nomor24Tahun1997tentangPendaftaranTanah,

sertaPeraturanPerundang-Undanganlainnyayang

berkaitandenganperkaraini.

3. PutusanHakim

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi-eksepsidariTergugatII

Intervensitidakditerimauntukseluruhnya

Dalam PokokPerkara

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;

2.Menyatakan Batalsuratkeputusan objek

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat

yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor :

06812/KelurahanMlajah,terbittanggal15

Oktober 2019, Surat Ukur tanggal

14/10/2019,No.04423/Mlajah/2019,luas

17.540M2atasnamaPerijaWirawan,S.H.

3.MewajibkanTergugatuntukmencabutsurat

Keputusanobjeksengketayaitu:Sertipikat

HakMilikNomor:06812/KelurahanMlajah,

terbittanggal15Oktober2019,SuratUkur

tanggal 14/10/2019, No.

04423/Mlajah/2019,luas 17.540 M2 atas

namaPerijaWirawan,S.H.

4.Menghukum Tergugat dan Tergugat II

Intervensiuntuk membayarbiaya perkara

secara tanggung-renteng sejumlah Rp.

4.420.000,-(empatjuta empatratus dua

puluhriburupiah)

PutusanNo.63/G/2020/PTUN.SBYyangtelah

diputus,diajukan banding oleh pihak TergugatII

Intervensi. Putusan pada tingkat banding di

Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya,

yaitu Putusan No. 181/B/2020/PT.TUN.SBY

menguatkanputusanpadatingkatpertamadengan

amarputusansebagaiberikut:

1.Menerima banding Pembanding dahulu

TergugatdanPembandingdahuluTergugat

IIIntervensi;

2.Menguatkan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya Nomor:

63/G/2020PTUNSBYyangdibacakandalam

sidang yang terbuka untuk umum secara

elektronikpadahariRabu,tanggal22Juli

2020yangdimohonbanding;

3.Menghukum Pembanding dahuluTergugat

dan Pembanding dahulu Tergugat II

Intervensiuntukmembayarbiayaperkaradi

keduatingkatpengadilanyangdalam tingkat

banding ditetapkan sebesarRp 250.000,-

(duaratuslimapuluhriburupiah);

B. Pembahasan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan No.

181/B/2020/PT.TUN.SBY dalam sengketa

kepemilikansertifikattanahgandapadatanah

garapan

a. Pertimbangan hukum hakim mengenai

kewenanganPTUN

“Menimbang,bahwa kewenangan Pengadilan

TataUsahaNegaraadalahsebagaimanadimaksud

dalam Pasal47 Jo.Pasal1 angka 10 Undang-

Undang Peratun yaitu memeriksa,memutus,dan

menyelesaikanSengketaTataUsahaNegaradengan

obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha

Negara/Keputusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana
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dimaksuddalam Pasal3danpengecualiansecara

langsungsebagaimanadimaksuddalam Pasal2dan

Pasal49sertapengecualiansecaratidaklangsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal48 Undang-

UndangPeratun”

Objek gugatan merupakan SHM yang

dikeluarkanolehpejabatpemerintah,dalam halini

BPN.Yang dimaksud Badan atau PejabatTata

UsahaNegarayangmengeluarkanobjeksengketa

dalam suatu sengketa tata usaha negara adalah

sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal1

angka8Undang-UndangPeratunyaituBadanatau

Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DengantelahdisahkandandiundangkannyaUUAP,

maka sandaran kewenangan mengadili bagi

PengadilanTataUsahaNegara,maknaBadandan

atau PejabatTata Usaha Negara,serta makna

keputusanyangdapatmenjadiobjeksengketadi

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak saja

berpedoman pada Undang-Undang Peratun,

melainkanjugaberpedomanpadaketentuanUUAP

sebagaimana disebutdalam ketentuan Pasal1

angka 18,halmana menjelaskan bahwa yang

dimaksudPengadilanadalahPengadilanTataUsaha

Negara,juga ketentuan Pasal1 angka 3 UUAP

bahwa yang dimaksud Badan dan atau Pejabat

Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan

fungsipemerintahan,baikdilingkunganpemerintah

maupunpenyelenggaranegaralainnya,sertaPasal1

angka 7 serta Pasal87 UUAP yang menentukan

tentangperluasanmaknakeputusan.

Penulis setuju mengenaipenolakan eksepsi

karenaSHM telahmemenuhisyaratKTUNyangada

dalam UU No.9/2004danUU No.51/2009yang

meliputi:

(1) Penetapan tertulis yang juga mencakup

tindakanfaktual.SHM yangmenjadiobjek

sengketa telah memenuhiunsurtertulis

karena memang berwujud fisik berupa

dokumen,kemudianterkaitfaktualkarena

objek sengketa adalah buktinyata dari

bidangtanahyangtercantum didalamnya

(2) KeputusanBadandan/atauPejabatTata

Usaha Negara dilingkungan eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan penyelenggara

negara lainnya,BPN merupakan bagian

darifungsieksekutifpemerintahan yang

menjalankanundang-undang.

(3) Berdasarkan ketentuan perundang-

undangan dan AUPB, objek sengketa

dibuat berdasarkan ketentuan PP

PendaftaranTanah.

(4) Bersifatfinaldalam artilebihluas.Bersifat

final karena tidak lagi memerlukan

persetujuan dariinstansitertentu baik

horizontalataupunvertikal.Sehinggaobjek

sengketa telah secara difinitif dan

menimbulkanakibathukum.

(5) Keputusanyangberpotensimenimbulkan

akibat hukum. Akibat hukum berupa

hilangnya kepemilikan atas tanah objek

sengketaatasnamaRadenKyaiHajiFuad

Amin,yangseharusnyadiatastanahobjek

sengketatidakdapatditerbitkansertfikat

lagi

Terpenuhinya unsurKTUN menjadikan objek

sengekat memenuhi syarat untuk diajukannya

gugatankePTUNsebagaimanaketentuanPasal50

UUPeratunyangberbunyi,“PengadilanTataUsaha

Negara bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus,danmenyelesaikansengketaTataUsaha

Negara ditingkatPertama”.Kemudian mengenai

yurisdiksiPTUNkarenadiIndonesiahanyaterdapat

6(enam)PTUN makawilayahBangkalan,Madura

masukpadayurisdiksiPTUN Surabayamencakup

ProvinsiJawaTimurtermasukMaduradidalamnya.

b. Pertimbangan hukum hakim mengenai

legalstandingpenggugatsebagaipewaris

“Menimbang,bahwaberdasarkannormaPasal

53ayat(1)UU Peratuntersebut,menuruthukum

mensyaratkan adanya hubungan kausal antara

subyekhukum orang atau badan hukum perdata

sebagai Penggugat yang merasa kepentingan

hukumnya dirugikan oleh KTUN/keputusan yang

disengketakan”

Penulis setuju dengan pernyataan hakim

mengenailegalstanding penggugat.Penggugat

meskipunbukansecaralangsungmerupakanpihak

yangtertulisdalam SHM tapipenggugatmerupakan

ahliwarisdariRadenKyaiFuadAmin.Terdapatbukti

berupaKartuKeluargadanaktakematiansehingga

diperolehfaktahukum bahwaPenggugatadalahistri

sahdanselakuahliwarisdariRadenKyaiHajiFuad

Amin(namayangtercantum dalam sertipikatalas

hakPenggugat)yangtelahmeninggalduniapada

tanggal16September2019diSurabaya,dantelah

dikaruniai4 (empat)orang anakyang kinimasih

hidup. Sehingga penggugat masih memiliki

hubungan langsung dengan alas hak yang

digunakansebagaidasarmenggugatdalam perkara

ini,yaitusebagaiahliwarisdariRadenKyaiHajiFuad

Amin(namayangtercantum dalam sertipikatalas

hakPenggugat).

Mengenai gugatan yang tidak lakukan

bersama/tanpa persetujuan ahliwaris lain dari
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RadenKyaiHajiFuadAminperlumelihatdoktrin

stare decicis pada sistem hukum civillaw yang

dianut Indonesia. Stare decicis sendiri dapat

dimaknaiapabilaperkarasejenisataumiripmaka

harusdiputusdengankeputusanpengadilanyang

mirip pula.Penerapan Stare decicis diwujudkan

dengankonsepyurisprudensiputusanpengadilan.

Kamus Pockema Andrea mendefinisikan

yurisprudensi sebagai “pengumpulan yang

sistematis dari keputusan MA dan keputusan

PengadilanTinggiyangdiikutiolehhakim laindalam

memberi keputusan dalam soal yang sama”

(Simanjuntak 2019). Dengan demikian terkait

eksepsiPara Tergugatmengenaigugatan kurang

pihak terbantahkan dengan adanya putusan

terdahulu yang digunakan sebagaiyurisprudensi

untuk perkara ini, yaitu Putusan MA RI No.

64K/SIP/1974dimanadiputusantersebutmeskipun

gugatan dilakukan oleh tidak semua ahliwaris

namuntidakmengakibatkangugatanmenjadicacat

hukum.Lebihlanjutjugaadaputusanterdahululain

yang sejalan dengan Putusan MA RI No.

64K/SIP/1974yaituPutusanNo.244/K/Sip/1959

Terhadappermasalahaninipadatahun1959

yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak vs

JohannesSimanjuntakNo.244K/Sip/1959tanggal

5Januari1959penahmemutusbahwadalam hal

obyek sengketa merupakan harta warisan

yangdikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan

seluruh ahli waris menjadi pihak baiksebagai

penggugatmaupunturuttergugat.Dalam putusan

tersebutMahkamahAgungtelahmenyatakan:

“Gugatan untuk penyerahan kembali harta
warisanyangdikuasaiolehseseorangtanpahak,
dapat diterima walaupun dalam gugatan
initidaksemuaakhliwaristurutsertaataupun
disertakan (i.c. saudara kandungpenggugat
tidakikutsertaataupundiikutsertakan),karena
tergugatdalam halinitidak dirugikan dalam
pembelaannya.”
Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali

ditegaskandalam putusannyaNo.439K/Sip/1969

tanggal8 Januri1969 yaitu dalam perkaraParia

SinagadkkvsJapetSinaga.Dalampertimbangannya

MahkamahAgungmenyatakan:

“Bahwa keberatan ini pula tidak dapat
dibenarkan,karena tuntutan tentang
pengembalianbarangwarisandaritanganpihak
ketigakepadaparaahliwarisyangberhaktidak
perludiadjukanolehsemuaahliwaris.”
Pertimbangan yang demikian diperkuatlagi
olehMahkamahAgungdalamputusannyaNo.
516 K/Sip/1973 tanggal25 Nopember1975
antaraDavidReinhardvsNy.Z.Sahusilawane
yangmenyatakan:

Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat
diterimakarenahanyaseorangahhiwarisyang
menggugat, tidak dapat dibenarkan
karenamenurutjurisprudensiMahkamahAgung
tidakdiharuskansemuaahliwarismenggugat.
Berikutnyapadatanggal11Mei2016dalam
putusanNo.2490K/Pdt/2015antaraNy.Sartini
Rizalvs Hj.Dahniardkk Mahkamah Agung
kembali menegaskansikapnya, dengan
menyatakan:
“Bahwa gugatan tentang hartawarisan tidak
diwajibkan harus seluruh ahliwaris menjadi
Penggugatdalamgugatantersebut,cukupsalah
seorang dari ahli waris saja yang
mewakilikepentingan ahliwaris yang lainnya,
maka kepentingan ahli waris yang
lainnyatersebuttelahterwakilisecarahukum;
Bahwadalam perkaraaquo objeksengketa
dikuasaiolehParaTergugat(pihakdiluarahli
waris) sehingga Penggugat tidak perlu
mendapatkuasadariahliwarisyanglaindalam
mengajukan gugatan, oleh karena tujuan
gugatanadalahmengembalikanobjeksengketa
dari penguasaan pihak lain ke dalam
boedelwarisan dan menjadihak Penggugat
bersama-sama ahli waris yang
lainsebagaimana dituntut dalam petitum
gugatan;”
Putusan ini masuk dalam Himpunan

YurisprudensiMahkamahAgungTahun1969

c. Pertimbanganhukum hakim mengenaidalil

tanahgarapantergugatIIintervensi

“BahwaberdasarkanbuktiT-10=T.II.Inv-3,T-

11=T.II.Intv-2dihubungkandenganbuktiT-16dan

T.II.Intv-5,diperolehfaktahukum bahwatidakada

kejelasan dan atau kepastian terkait riwayat

perolehan serta penguasaan bidang fisik tanah

dalam objek sengketa a quo oleh Tergugat II

Intervensi.HalinidibuktikankarenasesuaibuktiT-

10 = T.II.Intv -3 berupa SuratKeterangan No.

15/III/433.301.1/2019,tanggal25Maret2019,dan

buktiT-11=T.II.Intv-2berupaSuratKeterangan

GarapTanahExPerdikanNo.15/III/433.301.1/2019,

tanggal25 Maret 2019,(kedua surat tersebut

ditandatanganiolehLurahMlajahbernamaMatlihan

S.H.,(saksiTergugatIIIntervensi),sertabuktiT-16

berupa Surat Keterangan Reg. No.

593/138.1/433.301.1/2019, tanggal 30 Agustus

2019 menerangkan bahwa TergugatIIIntervensi

sejak Tahun 1990 telah menguasaisecara fisik

bidangfisiktanahaquodansebagaipenggarap,

yang diperolehnya dari Kadim dengan cara

penggantianhakgarap”

“Bahwa kemudian dihubungkan dengan bukti

T.II.Intv-5,berupaSuratPernyataantanggal26Juli

2019,halmanaadaditandatanganipulaolehLurah
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MlajahbernamaMatlihan,S.H.,(SaksiTergugatII

Intervensi), menerangkan bahwa Tergugat II

Intervensimemperolehdanmenguasaibidangfisik

tanah a quo sejak Tahun 2013,diperoleh dari

warisankakeknyayangbernamaMoh.TasikH.yang

sebagaipenggarapsejakTahun1960;MajelisHakim

berpendapat bahwa Lurah Mlajah telah

menerangkan 2 (dua)halyang berbeda terkait

riwayatperolehan serta penguasaan bidang fisik

tanahdalam objeksengketaaquoolehTergugatII

Intervensi”

Ditinjausecarayuridis,definisihakgaraptidak

disebutkan pada peraturan perundang-undangan

yang ada diIndonesia.Sebagaimana yang telah

disinggungsebelumnya,jikahakgarapmerupakan

konsekuensidarirealitasbahwahakgarapbukanlah

suatuhakatastanahtetapimerupakanhakyang

tercipta untuk penggarap atas suatu tanah yang

dimanfaatkan untuk digarap seseorang.

Berdasarkan literatur,hak garap pada mulanya

merupakan turunan dari hukum adat, dimana

masyarakatadatmemanfaatkan,mengusahakan,

dan mengerjakan tanah yang ada diwilayahnya

tanpaalashakatastanahyangdiaturdalam UUPA

(Ramadhani 2021). Dalam beberapa peraturan

perundang-undanganterdahulu,tanahgarapandan

penggarap disinggung dalam Undang-Undang

Nomor2Tahun1960tentangPerjanjianBagiHasil

(UU BagiHasil).Pada UU BagiHasilmengatur

mengenai hubungan antara penggarap dengan

pemilik tanah,dengan demikian dalam UU ini

sebenarnya mengatur mengenaitanah garapan

diatas hak perseorangan,bukan tanah negara.

Penggarapdalam UUBagiHasiladalahorang-orang

taniyangmelakukanperikatandenganpemiliktanah

(pemegang hak atas tanah)untuk mengerjakan

tanah yang diperjanjikan (tanah garapan)(Ismail

2012).

BerbedahalnyadenganUUBagiHasil,Undang-

UndangNomor51Tahun1960tentangLarangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau

Kuasanya(UU LaranganPemakaianTanahTanpa

Izin)lebihmengaturmengenaihakgarapdiatas

tanahnegara.PadaPasal2diterangkanlarangan

untukmemakaitanahtanpaizinyangberhakatau

kuasanya yang sah.Pada Pasal1 didefinisikan

memakaitanahsebagai,“Menduduki,mengerjakan

dan/ataumengenaisebidangtanahataumempunyai

tanamanataubangunandiatasnya,dengantidak

dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan

sendiriatautidak”dengankatalainmemakaidalam

UUtersebutdapatpuladisebutsebagaimenggarap.

Tanahdalam UUinimerupakantanahnegaraatau

tanahyangmasihbelum dilekatihak(Rahmatillah

andHandayani2019).

PeraturanPemerintahNomor224Tahun1961

tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Pemberian GantiRugi(PP No.224/1961)yang

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

IndonesiaNomor41Tahun1964tentangPerubahan

danTambahanPeraturanPemerintahNomor224

Tahun1961tentangPelaksanaanPembagianTanah

dan Pemberian GantiKerugian (PP No.41/1964)

dalam Pasal8ayat(4)mendefinisikanpenggarap

sebagai,“petaniyangsecarasahmengerjakanatau

mengusahakan sendirisecara aktif tanah yang

bukan miliknya,dengan memikul seluruh atau

sebagian dari risiko produksinya”. Berdasarkan

ketentuanPasal4hurufgKeputusanMenteriDalam

NegeriNomor38Tahun1981tentangPelaksanaan

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980

Mengenai perincian Tugas dan Tata Kerja

Pelaksanaan Landreform (Kepmendagri No.

38/1981).Dalam pelaksanaan landreform,tanah

negara yang telah ditetapkan sebagai objek

redistribusiterlebihdahuludiberikanizinmenggarap

sebelum ditingkatkan haknya menjadihak milik.

Setelah tanah-tanah tersebutditetapkan sebagai

objek redistribusi,bupatisebagaipejabat yang

bertugas melaksanakan landreform di daerah

kabupaten menerbitkan Surat Izin Menggarap

kepadapenerimaredistribusi(Sapardi2015).Praktik

lainnya,dalam jurnalyangditulisRikardoSimarmata,

buktihakgarapditerbitkanolehkepaladesa/lurah

berupasuratketerangan(Simarmata2013).

PerihaljangkawaktuuntukkeberlakuanSurat

Izin Menggarap (S.I.M)dapatmeninjau ketentuan

Pasal14PPNo.224/1961,dimanaS.I.M palinglama

diberikan untukjangka waktu 2 (dua)tahun dan

kepada penggarap diwajibkan membayarkepada

negarasebesarsepertigadarihasilpanenatauuang

yangsenilaidenganitu.Tanahgarapanberdasarkan

izinmenggarapsebagaimanatersebutdiatasdapat

diberikan hakmilikapabila penggarap memenuhi

syaratsebagaimanaditentukandalam Pasal8dan

Pasal9PPNo.224/1961,sebagaiberikut:

a. bertempattinggaldikecamatan tempat

letak tanah dan mampu bekerja dalam

pertanian;

b. tanah tersebuttelah digarap sekurang-

kurangnya tiga tahun berturut-turut

sebelum izinmenggarapdiberikan.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa hakgarap atastanah negara

terjadiberdasarkan pemberian hak oleh pejabat

yangberwenangdanobjeknyaadalahtanah-tanah
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yang telah ditetapkan sebagaiobjek redistribusi

dalam rangka pelaksanaan landreform.Sehingga

walaupun penggarapan atas tanah negara telah

diaturdalam peraturanpemerintahtersebuttetapi

pengaturantersebutmasihterbatasterhadaptanah-

tanah yang menjadiobjek landreform dan hanya

sebagaisuatu persyaratan untuk pemberian hak

milik(Zein2014).

Perkara dalam Putusan No.

181/B/2020/PT.TUN.SBY perihaldalilTergugatII

Intervensi mengenai tanah garapan, dibuktikan

denganbeberapabuktidalam persidangan.Bukti-

buktitersebutadalah:

1. BuktiT-10(samadenganBuktiTIIInv-3):

Fotocopy sesuaiasli,SuratKeterangan

Nomor : 15/III/433.301.1/2019, yang

dikeluarkanolehLurahMlajah(Matlihan,

S.H.),tanggal25Maret2019;

2. BuktiT-11(samadenganBuktiTIIInv-2):

Fotocopy sesuaiasli,SuratKeterangan

Garap Tanah Ex Perdikan, Nomor :

15/III/433.301.1/2019, yang dikeluarkan

olehLurahMlajah(Matlihan,S.H.),tanggal

25Maret2019;

3. BuktiT-16:Fotocopy sesuaiasli,Surat

Keterangan Reg. No:

593/138.1/433.301.1/2019, yang

dikeluarkanolehLurahMlajah(Matlihan,

S.H.),tanggal30Agustus2019.Buktiini

menerangkanbahwaTergugatIIIntervensi

sejakTahun1990telahmenguasaisecara

fisikbidangfisiktanahaquodansebagai

penggarap,yangdiperolehnyadariKadim

dengancarapenggantianhakgarap.

4. BuktiTIIInv-5:Fotocopysesuaiasli,Surat

PernyataanMoh.Tasik,H.,tanggal26Juli

2019. Ditandatangani pula oleh Lurah

Mlajah (Matlihan, S.H.). Bukti ini

menerangkanbahwaTergugatIIIntervensi

memperolehdanmenguasaibidangfisik

tanahaquosejakTahun2013,diperoleh

dariwarisankakeknyayangbernamaMoh.

Tasik H.yang sebagaipenggarap sejak

Tahun1960.

Analisis mengenaiapakah hak garap telah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

didahuluianalisisterhadapkeadaannyatadaritanah

yangada,yaituTergugatIIIntervensibenar-benar

memanfaatkanobjeksengketa.Sebagaimanadiatur

dalam Pasal9 PP No.224/1961,tanah garapan

setidaknyatelahdimanfaatkan3tahunberturut-turut.

Dalam faktapersidangantidakditemukanfaktajika

Perija Wirawan memanfaatkan objek sengketa.

Dengan demikian dari sisi lapangan, syarat

pemberianhakgarapsudahtidakterpenuhi.

Berpandangandarisisiyuridis,jikaditerangkan

bahwa baikTergugatIIIntervensimaupun orang

tuanya telah menggarap tanah daritahun 1960,

makaseharusnyadaripihakTergugatIIIntervensi

setidak-tidaknya telah mengusahakan untuk

memilikiSuratIzinMenggarap(S.I.M)yangdiperoleh

darikepaladaerahsetempat.Namunkenyataannya,

TergugatIIIntervensibarumengurushal-halyang

menguatkan penguasaan dirinya terhadap objek

sengketa saatakan menjualsaja.Halinitentu

menimbulkankecurigaanbahwaapayangdilakukan

Tergugat II Intervensi semata-mata untuk

menguasaiobjeksengketasecaramelawanhukum.

Sepertiapa yang diuraikan Ricardo Simarmata,

palingtidakadaduasebabyangmembuatpraktek

ringan tangan tersebut terjadi.Pertama,kepala

desa/lurahdiiming-imingisejumlahuangolehorang

luaragarbersedia membubuhkan tanda tangan.

Kedua, adanya hubungan kekeluargaan antara

kepala desa/lurah dengan pemohon/penggarap

(Simarmata2017).

Berdasarkan fakta hukum yang ada,penulis

setuju dengan pertimbangan hakim yang

menyatakanbuktihakgarapTergugatIIIntervensi

tidak sah dan substansidaribukti-buktiyang

disampaikan Tergugat II Intervensi tidak

mengandungkejelasandanataukepastianberkaitan

dengan riwayat perolehan penguasaan objek

sengketa.Konflik antar warga tersebut karena

pemberian surat ternyata tidak didasari oleh

pengetahuankepaladesa/lurahmengenaiinformasi

tanah yang dimohonkan surattanahnya.Padahal,

redaksisurattanahberupapernyataandarikepala

desa/lurah,mensyaratkankepaladesa/lurahuntuk

mengetahui semua informasi yang disebutkan

dalam surattersebut.Dalam prakteknya,kepala

desa/lurah tidak mengetahui kebenaran dari

informasiyang disebutkan dalam surattersebut

karenatidakmelakukanpengecekankelapangan.

d. Pertimbangan hukum hakim mengenai

substansipenerbitan sertifikathak atas

tanaholehtergugat

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh

pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan

sebelumnya,makatindakanhukum PihakTergugat

dalam menerbitkan KTUN objek sengketa a quo

cacathukum darisegihukum administrasinegara,

karenabertentangandenganPasal19ayat(1)dan

ayat(2)Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960

tentangPeraturanDasarPokok-PokokAgraria,Pasal

2Jo.Pasal3hurufadanPasal4ayat(1)Peraturan
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, juga melanggar asas

kecermatan,asas ketelitian,dan asas kepastian

hukum dalam AsasUmum PemerintahanyangBaik

(AUPB),sertaselarasdengannormahukum yang

terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor:274/K/TUN/2012,tanggal6Agustus2012,

makadengandemikianPengadilan/MajelisHakim

berkeyakinanbahwatuntutanPihakPenggugatagar

KTUN objek sengketa a quo dinyatakan batal,

haruslahdikabulkan”

Pemberian jaminan kepastian hukum dan

perlindunganhukum dibidangagrariamemerlukan

adanya peraturan perundang-undangan yang jelas

rumusannya sehingga dapat dilaksanakannya

secaraefektif.Pelaksanaanpendaftarantanahuntuk

menghasilkansertifikatsebagaisurattandabukti

hak atas tanah memerlukan suatu sistem

pendaftarantanah.Sistem pendaftarantanahdapat

dibedakankedalam (Sundary2020):

a.Registrationofdeeds(sistem pendaftaran

akta), yang dilakukan dalam bentuk

pendaftaranaktanya,yangberisiperbuatan

hukum yang menerbitkan hak atas tanah

atau pembebanannya. Setiap kali ada

perubahan, maka akan dibuatkan akta

perubahan, yang merupakan bukti

satusatunya dari terjadinya perubahan

tersebut.

b.Registration of title (sistem pendaftaran

hak),yang mendaftarkan titelhak yang

diperoleh. Akta yang dibuat untuk

menciptakan hak atau pembebanannya

hanya dipergunakan sebagai rujukan

pendaftaranhaknyatersebut.

Dengan data fisik dan data yuridis yang

disimpandiKantorpertanahanmengenaisuatuhak

atastanah,makapelaksanaanpendaftarantanah

dapat diarahkan pada tertib hukum dan tertib

administrasipertanahanyangmemangdikehendaki

dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor24

Tahun1997 (PP PendaftaranTanah)Pasal4 PP

Pendaftaran Tanah juga menjelaskan tujuan dari

pendaftarantanah:

“a.untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum sebagai yang
dimaksudkanasalhurufkepadapemeganghak
yangbersangkutandiberikansertifikathakatas
tanah.
b. untuk melaksanakan fungsi informasi
sebagaiyangdimaksuddalam pasal3huruf
datafisikdandatayuridisdarisuatubidang
tanah dan satuan rumah susun yang sudah
terdaftarterbuka.

c. untuk mencapai tertib administrasi
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal3
hurufc,setiapbidangtanahdandansatuan
rumahsusuntermasukperalihan,pembebanan,
danhapusnyahakatastanahdanhakmilikatas
satuanrumahsusunwajibdidaftar”
Tujuan pendaftaran tanah tersebutmenjadi

tidak tercapai ketika aparatur negara dalam

menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan

ketentuanyangtelahdiatur.Dalam haliniPasal17

ayat(1)dan(3)PeraturanPemerintahNomor24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang

menyatakan:

Pasal17ayat(1)

“Untukmemperolehdatafisikdandiperlukan
bagipendaftaran tanah,bidang-bidang tanah
yangakandipetakandiiukur,setelahditetapkan
letaknya, batas-batas dan menurut
keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas
sudutbidangtanahyangbesangkutan.”
Pasal17ayat(2)

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada
pendaftaran tanah secara sistimatik dan
pendaftarantanahsecarasporadikpenetapan
batas berdasarkan kesepakatan para pihak
yangberkepentingan”
MengenaiayatPasal17ayat(1)danayat(2),

PembandingIImungkintelahmelihatsecarafisik

tetapihaltersebutjuga harus diimbangidengan

fakta apakah pada bidang tanah telah ada

sebelumnya batas yang ditetapkan.Jika melihat

fakta hukum yang ada,Pembanding II hanya

mempertimbangkanapayangdiajukansajatanpa

melihatfaktayuridisjikadibidangtanahtersebut

telahadahakatastanahyangmelekatsebelumnya.

Bentukkesepakatanparapihakyangberkepentingan

yang lazimnya berupa tanda tangan bataspihak-

pihakyangbersinggunganlangsungdenganbidang

tanahseharusnyadicocokkankembalidengandata

yuridispihak-pihaktersebut.Namundarisertifikat

telahdiketahuijikaSHM No.3242batasSelatan,

Timur, Barat, tidak berbatasan dengan hak

perseorangan,tetapipada sisiUtara berbatasan

denganTanahHak01351.Berbedadenganobjek

sengketayangpadasisiSelatandanTimurdikuasai

olehhakperseorangan.

TergugatjugamelanggarketentuanPasal18

ayat(1),(2)dan(3)PeraturanPemerintahNomor24

Tahun1997yangmenyatakan:

Pasal18ayat(1)

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah
dipunyai dengan suatu hak yang belum
terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi
belum adasuratukur/gambarsituasinyaatau
surat ukur/gambar situasiyang ada tidak
sesuailagidengankeadaanyangsebenarnya,
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dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sporadik,
berdasarkanpenujukanbatasolehpemegang
hakatastanahyangbersangkutandansedapat
mungkindisetujuiolehparapemeganghakatas
tanahyangberbatasan”
Pasal18ayat(3)

“Penetapan batas bidang tanah yang akan
diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai
ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
ataspenunjukaninstansiyangberwenang”
Pasal18ayat(3)

“Dalam penetapan batas-batas bidang tanah
Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor
Pertanahan Nasionalmemperhatikan batas-
batasbidang atau bidang-bidang tanah yang
telah terdaftardan suratukuratau gambar
situasiyangbersangkutan”
Tergugatyangtidakcermatdanakuratdalam

melakukanpengukurandanpenelitianterhadapdata

fisik dan yuridis objek sengketa tersebuttelah

bertentangan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AUPB),dalam halini

perbuatan Pembanding II (dahulu Tergugat)

melanggarketentuanPasal10ayat(1)hurufddan

hurufa Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014

tentangAdministrasiPemerintahan(UUAP):

1. Asas Kecermatan dalam pengertian

cermatadalah“suatukeputusandan/atau

tindakanharusdidasarkanpadainformasi

dan dokumen yang lengkap untuk

mendukunglegalitaspenetapandan/atau

pelaksanaankeputusandan/atautindakan

yang bersangkutan dipersiapkan dengan

cermatsebelum keputusan

2. AsasKepastianHukum dalam pengertian

bahwa keputusan harus dilandasioleh

Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku,kepatutan dan keadilan dalam

setiap kebijakan penyelenggaraan

Pemerintah

Berdasarkanfaktahukum dananalisistersebut,

penulis setuju dengan pertimbangan hakim yang

menyatakanPembandingII(dahuluTergugat)dalam

menerbitkan objeksengketa adalah cacathukum

karenatindakanPembandingII(dahuluTergugat)

bertentangandenganpasal19ayat(1)danayat(2)

UUPA mengenai kepastian hukum dalam

pendaftarantanah,AUPByangdiaturdalam UUAP

danprosedurpendaftarantanahyangadapadaPP

PendaftaranTanah.

2. Akibat hukum dari Putusan No.

181/B/2020/PT.TUN.SBY

Pasal1angka20PPPendaftaranTanah,bahwa

sertifikat hak atas tanah merupakan bukti

kepemilikanhakatastanah,sertifikathakatastanah

juga merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha

Negara (KTUN) yang bersifat penetapan atau

beschiking.Sertifikathak atas tanah merupakan

KTUN kebendaanyangdapatdapatdialihkanpada

subjek hukum lain (Hadjon and Djatmiat2006).

Dengandemikiandapatdiartikan,SHM No.06812

merupakansalahsatukeputusanpemerintahyang

bersifatkonkretdan individualyang merupakan

pengakuan hak atas tanah bagipemegang hak

tersebut,dalam haliniPerijaWirawandankarenanya

sebagaiKTUN dapatdilakukangugatankePTUN

sebagaimana amanatPasal1 angka 10 UU No.

51/2009.

Suatu putusan pengadilan dikatakan

mempunyaikekuatan hukum manakala putusan

tersebutsudahmempunyaikekuatanhukum tetap

atau suatu putusan akhir (eind vonnis) yang

terhadapnyatidakdiajukanupayahukum olehpihak

yangmerasakeberatandan/atauputusankasasidi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan

tertinggi yang bertugas untuk

mengoreksi/mengevaluasi pertimbangan hukum

(judex juris) putusan pengadilan di bawahnya

(Ekasari2019).

Dalam hukum acara tata usaha negara,

kekuatanhukum dariputusanhakim diPTUNterdiri

dari(Mertokusumo2005):

a. KekuatanMengikat,penyerahansengketa

olehpihak-pihakkepadapengadilanuntuk

diperiksa atau diadili,mengandung arti

bahwa yang bersangkutan akan tunduk

danpatuhpadaputusanyangdijatuhkan.

Putusanyangtelahdijatuhkanituharuslah

dihormatiolehkeduabelahpihak;

b. Kekuatan Pembuktian, dituangkannya

putusan dalam bentuk tertulis, yang

merupakan akta otentik, tidak lain

bertujuanuntukdapatdigunakansebagai

alatbuktibagiparapihakyangmungkin

diperlukannyauntukmengajukanbanding,

kasasiataupelaksanaannya.

c. Kekuatan Eksekutorial, putusan tidak

dimaksudkanuntukmenetapkanhakatau

hukumnya saja, tetapi untuk

menyelesaikan sengketa, terutama

merealisasikan dengan sukarela atau

secarapaksa.Putusanselainmenetapkan

dengan tegas hak atau hukumnya juga

supayadapatdirealisasi,danmempunyai

kekuatan eksekutorial (untuk

dilaksanakan).
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PutusanPTUN yangberkekuatanhukum tetap

mengikat semua orang (erga omnes) layaknya

kekuatan peraturan perundang-undangan,halini

yangmembedakandariputusanpengadilanumum

dalam perkaraperdatayanghanyamengikatpara

pihak yang berperkara.Selain itu,putusan PTUN

yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van

gewijsde)jugamempunyaikekuatanmengikatyang

wajib dipatuhidan dilaksanakan oleh pihak yang

dibebankan kewajiban di dalam putusan yang

bersifatcondemnatoir.

PutusanAkhiradalahputusanyangdijatuhkan

oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata

Usaha Negara selesaiyang mengakhirisengketa

tersebutpadatingkatpengadilantertentu.Putusan

akhirmenurutsifatamarnyadapatdibedakanatas

tigamacam yaitu(Wahyudi2021):

a. PutusanCondemnatoiryaituputusanyang

bersifat menghukum pihak yang

dikalahkan untukmemenuhiprestasi(to

hetverrichtenvaneenpretatie);

b. PutusanDeclaratoiryaituputusanhakim

yang menyatakan apa yang menjadi

hukum.putusanhakim yangmenyatakan

permohonan atau gugatan ditolak

merupakan suatu putusan yang bersifat

declaratoir.

c. Putusanconstitutiefadalahputusanyang

meniadakan suatu keadaan hukum atau

menciptakansuatukeadaanhukum yang

baru.

d. Putusan Pengadilan tata Usaha Negara

menurutPasal97ayat(7)Undang-Undang

No.5Tahun1986TentangPengadilantata

UsahaNegaraterdiridari:

1) Gugatanditolak

Putusan yang berupa gugatan

ditolak adalah putusan yang

menyatakan bahwa keputusan Tata

Usaha Negara yang menimbulkan

sengketa Tata Usaha Negara adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang

tidakdinyatakanbatalatausah.

2) Gugatandikabulkan

Putusan yang berupa gugatan

ditolak adalah putusan yang

menyatakan bahwa keputusan Tata

Usaha Negara yang menimbulkan

sengketa Tata Usaha Negara adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang

tidak dinyatakan batal atau sah

menimbulkan sengketa Tata Usaha

NegaraadalahKeputusanTataUsaha

Negara yang dinyatakan batalatau

tidaksah.

OlehkarenagugatanPasal97ayat

(8)Undang-undang No.5 Tahun 1986

TentangPengadilantatausahanegara

ditentukan bahwa dalam halgugatan

dikabulkan maka dalam putusan

tersebutdapatditetapkan kewajiban

yangharusditentukandalam pasai97

ayat(9)Undang-Undang No.5 Tahun

1986 Tentang Pengadilan tata Usaha

Negarayangberupa:

a)pencabutanKeputusanTataUsaha

Negarayangbersangkutan;atau

b)pencabutanKeputusanTataUsaha

Negara yang bersangkutan dan

menerbitkanKeputusanTataUsaha

Negarayangbaru;atau

c)penerbitan Keputusan Tata Usaha

Negara dalam hal gugatan

didasarkanpadaPasal3.

3) Gugatantidakditerima

Putusanyangberupagugatantidak

diterima adalah putusan yang

menyatakanbahwasyarat-syaratyang

telah ditentukan tidak dipenuhioleh

gugatanyangdiajukanolehpenggugat.

4) Gugatangugur

Putusan yang berupa gugatan

guguradaiahputusanyangdijatuhkan

hakim karena penggugattidak hadir

dalam beberapakalisidangmeskipun

telah dipanggil dengan patut atau

penggugatmeninggaldunia.

Melihat kembali amar Putusan No.

181/B/2020/PT.TUN.SBYyangmenyatakan:

Menerima banding Pembanding dahulu

Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II

Intervernsi;

a. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya Nomor:

63/G/2020PTUNSBY yang dibacakan

dalam sidangyangterbukauntukumum

secaraelektronikpadahariRabu,tanggal

22Juli2020yangdimohonbanding;

b. Menghukum PembandingdahuluTergugat

dan Pembanding dahulu Tergugat II

Intervensiuntukmembayarbiayaperkara

dikeduatingkatpengadilan yang dalam

tingkatbanding ditetapkan sebesarRp

250.000,-(duaratuslimapuluhriburupiah);

Makadapatditemukanakibathukum daripara

pihak.Akibathukum bagiPembanding I(dahulu
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TergugatIIIntervensi)adalahhilangnyahakdirinya

atas bidang tanah yang menjadiobjek sengketa

yaituSertifikatHakMilikNomor06812/Kelurahan

Mlajah,terbittanggal15Oktober2019,SuratUkur

No.04423/Mlajah/2019tanggal14/10/2019seluas

17.540m2atasnamaPerijaWirawan,S.H.karena

objeksengketatersebuttelahdinyatakanbataloleh

majelis hakim. .Kemudian akibat hukum bagi

Pembanding II (dahulu Tergugat) adalah

PembandingIIharusmencabutSHM yangmenjadi

objeksengketakarenataklagimemilikikekuatan

mengikat.Keduanya,PembandingIdanPembanding

IIdikenakan tanggung renteng untuk membayar

biayaperkarayangtimbul.

Akibathukum bagipihakTerbanding(dahulu

Penggugat) atas Putusan No.

181/B/2020/PT.TUN.SBY dengan menguatkannya

Putusan No. 63/G/2020/PTUN.SBY maka

keberlakuan Sertifikat Hak Milik No. 3242/Kel.

Mlajahyangterbitpada31Maret2004denganSurat

UkurNo.1098/Mlajah/2003tertanggal23-09-2003,

seluas18.440m2atasnamaPemegangHakRaden

KyaiHajiFuad Aminadalahsahdanmenjadikan

satu-satunyasertifikatyangadapadabidangtanah

tersebut.DengandinyatakansahnyaSHM 3242/Kel.

Mlajah,ahliwarisdariRadenKyaiHajiFuadAmin

mendapatkanhaknyakembaliuntukmenggunakan

danmemanfaatkanbidangtanahsebagaimanayang

dicakupdalam SHM tersebut.Kepastianhukum juga

diwujudkan bagiahliwaris sebagaipihak yang

menerbitkanbuktialashakterlebihdahuludibanding

milikPembanding.

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan telah dilakukan

pembahasan,dapatditemukankesimpulansebagai

berikut:

1 Pertimbanganhakim dalam PutusanNo.

181/B/2020/PT.TUN.SBY yang

menguatkan Putusan No.

63/G/2020/PTUN.SBY sudah tepat.

Analisismengenaipengakuanhakgarap

dan terhadap keadaan nyata daritanah

yang ada harus berkesesuaian dengan

peraturan-perundang-undangan.

Sebagaimanadiaturdalam Pasal9PPNo.

224/1961,tanahgarapansetidaknyatelah

dimanfaatkan 3 tahun berturut-turut.

Dalam faktapersidangantidakditemukan

faktajikaPerijaWirawanmemanfaatkan

objeksengketa.Dengandemikiandarisisi

keadaan nyata di lapangan, syarat

pemberian hak garap sudah tidak

terpenuhi.Berpandangandarisisiyuridis,

jika diterangkan bahwa baikTergugatII

Intervensimaupun orang tuanya telah

menggaraptanahdaritahun1960,maka

seharusnya dari pihak Tergugat II

Intervensi setidak-tidaknya telah

mengusahakanuntukmemilikiSuratIzin

Menggarap (S.I.M) yang diperoleh dari

kepala daerah setempat. Namun

kenyataannya,TergugatIIIntervensibaru

mengurus hal-hal yang menguatkan

penguasaan dirinya terhadap objek

sengketa saat akan menjual saja.

Pertimbangan hakim yang menyatakan

gugatan tidak cacat hukum mengenai

gugatan yang dilakukan hanya oleh

seorangahliwaristanpapersetujuanahli

waris lain juga sudah tepat apabila

menggunakanprinsipstaredecicisdengan

melihatputusan-putusanterdahuluseperti

Putusan MA RI No. 64 K/SIP/1974,

Putusan MA RINo.244K/Sip/1959,dan

PutusanNo.516K/Sip/1973

2 Akibathukum bagiPembandingI(dahulu

TergugatIIIntervensi)adalah hilangnya

hak dirinya atas bidang tanah yang

menjadiobjek sengketa yaitu Sertifikat

HakMilikNomor06812/KelurahanMlajah,

terbittanggal15Oktober2019,SuratUkur

No. 04423/Mlajah/2019 tanggal

14/10/2019seluas17.540m2atasnama

PerijaWirawan,S.H.karenaobjeksengketa

tersebut telah dinyatakan batal oleh

majelis hakim.Kemudian akibathukum

bagiPembanding II (dahulu Tergugat)

adalah Pembanding IIharus mencabut

SHM yangmenjadiobjeksengketakarena

tak lagi memiliki kekuatan mengikat.

Akibathukum yangdiperolehTerbanding

(dahulu Penggugat)adalah terwujudnya

kepastian hukum baginya sebagaipihak

yangmemperolehbuktialashakterlebih

dahuludankembalinyahakdirinyauntuk

memanfaatkandanmenggunakankembali

bidangtanahdenganiktikadbaik.

D. Saran

Berdasarkankesimpulanyangtelahdiberikan

dapatdiberikansaransebagaiberikut:

1 Bagipemerintahdalam haliniBPNsebagai

pihakberwenangdalam menerbitkanalas
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hak harus lebih berhati-hatidan kritis

terhadap bukti-bukti yang diberikan

pemohon pendaftaran tanah. Panitia

pendaftaran tanah harus menelaah

kembalitidak hanya data yuridis tetapi

jugadatafisik,sehinggaketikamemiliki

keraguan terhadap salah satu data

tersebut dapat dilakukan pengecekan

silangkembali.

2 Bagi masyarakat umum sebaiknya

memanfaatkanlahanyangdimilikinya,hal

inibertujuanagarketikaterjadisengketa

dapatdilakukanpembuktianbahwawarga

negara yang mengakuialas hak bahwa

benar-benarmemanfaatkantanahdengan

iktikadbaik.Selainituhalinijugauntuk

menghindari pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawabuntukmengaku-ngaku

memilikibidangtanahterlantar.
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